BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum diimplementasikan. Pentingnya perencanaan karena untuk menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. Tujuan pembangunan adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam segala sisi kehidupan dan memberikan sumbangan yang optimal bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menunjang perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di daerah maka perlu disusun perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan). Keberadaan perencanaan jangka panjang atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi sangat penting sebagai acuan atau grand design pembangunan daerah untuk jangka panjang (20 tahun). Pada saat ini pemilihan kepala daerah disertai dengan penyampaian konsep visi dan misi calon kepala daerah dimana konsep tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam pembangunan daerah dalam jangka menengah 5 tahun. Visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keberadaan RPJPD menjadi jembatan untuk menjaga sinergisitas perencanaan pembangunan di daerah apabila terjadi pergantian kepala daerah setiap 5 tahun. 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 merupakan perencanaan tahun keempat dari penjabaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018. RKPD Tahun 2016 berada pada tahap memantapkan pembangunan daerah sebagai upaya menyiapkan kemandirian dan daya saing daerah disegala bidang. RKPD Tahun  2016  adalah dokumen  perencanaan yang  memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas  pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat. Selain daripada itu,  RKPD  Tahun  2016 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu : 1) Merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah; 2) Memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); 3) Sebagai acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 4) Sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD terdiri dari Penyusunan Rancangan awal RKPD dan Penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, paritisipastif, bottom-up dan top-down dengan tetap menekankan pada integrasi, sinkronisasi antar wilayah, antar ruang maupun antar waktu pada berbagai bidang urusan pemerintahan. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 juga memadukan antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota.
RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah akan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Tahun 2016 guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.  

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 adalah sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara RI Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004  Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor  244);

6. Peraturan Pemerintah  Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019;

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3).

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7). 

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
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Gambar 1.1. Hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran.
RPJP Nasional merupakan penjabaran dari  tujuan dibentuknya pernerintahan Negara Indonesia yang tercanturn dalarn Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional selama 20 tahun. 

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari  visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Nasional disusun untuk perencanaan selama 5 tahun, dan kemudian dijabarkan setiap tahunnya kedalam RKP, mernuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta  program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
  RPJP Daerah mernuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.  RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.  Untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan tahunan, disusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara disusun oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk digunakan sebagai acuan oleh SKPD dalam penyiapan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.  Isi rancangan RKPD tetap memperhatikan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan merupakan penyerasian antara program Kementerian/Lembaga dengan SKPD Tingkat Provinsi dan diharmonisasikan dengan Program Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan yang akan dilaksanakan di Sulawesi Tenggara. 

Penyusunan RKPD dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir, dan penetapan RKPD.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renstra-KL dijabarkan setiap tahunnya kedalam Renja-KL disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta. memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan,  strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD dijabarkan kedalam Renja-SKPD disusun dengan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 terdiri dari 6 (enam) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 
I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. 

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya. 

1.5 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD sasaran penyusunan dokumen RKPD.

BAB 
II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PenyelengGaraan pemerintahan

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Pada bagian ini memberikan data dan informasi yang menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu: Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Bagian ini akan memberikan data dan informasi serta telaahan  terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaahan yang ditampilkan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, kebijakan pembangunan Nasional dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB 
III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini akan memberikan informasi hasil telaah kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan serta tantangan dan prospek perekonomian yang mungkin akan dihadapi pada tahun 2016 dan 2017. Bagian ini juga menampilkan Penjelasan tentang Arah kebijakan ekonomi daerah yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB 
IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Bagian ini akan memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2016 yang merupakan bagian dari pencapain visi, misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang termuat dalam  RPJMD Prov. Sultra 2013-2018.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Prioritas pembangunan adalah prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 yang merupakan  bagian dari pencapain visi, misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang termuat dalam  RPJMD Prov. Sultra 2013-2018.

BAB  
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
Bagian ini akan memuat rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016. Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 merupakan program dan kegiatan yang dinilai paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan merupakan bentuk pemenuhan atas aspirasi dan kepentingan seluruh komponen masyarakat.

Pemilihan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 juga berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan, kondisi pada tahun 2015 dan juga di memperhatikan capaian kinerja yang direncanakan akan dicapai pada tahun 2016 sesuai dengan RPJMD Prov. Sultra 2013 - 2018.
BAB 
VI
PENUTUP
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN
1.5.1 Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah untuk mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016. RKPD 2016 juga dimaksudkan sebagai suatu bentuk dokumen yang memperlihatkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan yaitu mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah sebagaimana RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu “Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Tahun 2013 – 2018”. 

1.5.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

a. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan (Renja-SKPD) Tahun 2016 lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
b. Untuk menjadi pedoman yang digunakan pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016.
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